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Abstract. Promotion is a form of marketing that can effectively increase the purchase of goods or services. However, 

promotional practices that occur on premium access services on paid streaming platforms involve illegal practices 

that are considered commonplace in society. The benefit of this research is to increase insight and understanding 

regarding digital law, especially regarding the promotion of illegal sharing accounts. This study uses a normative 

juridical method that utilizes both legal and conceptual approaches. The results of the study indicate that although 

there are no clear regulations prohibiting the promotion of paid accounts, such activities may be unlawful if associated 

with unauthorized access, illegal distribution of paid content, and violations of standard platform contracts. 

Therefore, to provide legal security and protect the copyright and economic interests of paid streaming service 

providers, regulatory strengthening and clarity of legal standards are needed. 
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Abstrak.  Promosi sebagai bentuk pemasaran yang secara efektif dapat meningkatkan suatu pembelian baarang atau jasa. 

Namun, dalam praktik promosi yang terjadi pada layanan akses premium platform streaming berbayar yang 

melibatkan adanya praktik illegal yang dianggap lumrah di masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah 

menambah wawasan dan pemahaman mengenai hukum digital terutama terkait promosi akun sharing illegal. 

Menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan jelas yang melarang promosi akun berbayar, kegiatan 

tersebut mungkin melanggar hukum jika dikaitkan dengan akses tanpa hak, distribusi konten berbayar secara ilegal, 

dan pelanggaran kontrak baku platform. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum dan melindungi hak 

cipta dan kepentingan ekonomi penyedia layanan streaming berbayar, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan 

standar hukum. 

Kata Kunci – Promosi Berbayar; Akun Sharing; Layanan Streaming Berbayar; UU ITE; Hak Cipta 

 

I. PENDAHULUAN  
Promosi adalah tindakan memasarkan, menawarkan, mengenalkan, serta mengajak konsumen untuk membeli 

barang atau jasa. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk menarik pelanggan yang diharapkan dapat setia 

atau berlangganan pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berlangganan berarti seseorang secara rutin atau berulang 

membeli barang atau jasa dalam jangka waktu yang lama. Contoh kegiatan berlangganan ini dapat ditemukan pada 

layanan akses premium di platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan Viu. Pengguna dengan akses premium 

tentunya memiliki hak istimewa yang lebih dibandingkan dengan pengguna yang tidak berlangganan yaitu akses 

premium menawarkan kelebihan layanan streaming tanpa iklan dan akses untuk tontonan konten yang berbayar 

sehingga ini menarik minat pengguna untuk berlangganan pada platform streaming tersebut [1]. 

Sebagai contoh permasalahan nyata yang yang terjadi seiring berkembangnya layanan straming berbayar, 

seringnya muncul adanya isu terkait dengan pengalihan akses layanan streaming berbayar yang tidak sah. Seringkali 

ditemukan adanya jual beli akun premium layanan streaming berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu dengan harga 

jual yang terpaut jauh dari harga layanan resmi yang disediakan oleh pihak platform [2]. Proses jual beli akun ini 

banyak terjadi melalui berbagai akses komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang akhirnya 

memudahkan pihak pembeli dan penjual untuk saling “sepakat”.   Salah satu alasan mudahnya proses transaksi jual 

beli akun ini dikarenakan adanya promosi yang secara luas dilakukan sehingga menjangkau banyak pembeli yang 

akhirnya tertarik untuk berlangganan akses premium meskipun bukan secara resmi karena dianggap lebih ekonomis 

[1]. Padahal dengan praktek ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak platform karena menurunkan jumlah 
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pelanggan resmi yang terdata, sementara akun yang dibagikan secara ilegal dapat diakses oleh lebih banyak orang [3], 

[4]. 

Jual beli akses layanan streaming berbayar memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dimana 

sebenarnya itu adalah keuntungan yang harusnya didapatkan oleh platform streaming itu sendiri (Netflix, Disney+ 

dan Viu). Pada prakteknya penjual akun juga tidak memiliki lisensi resmi kepada pihak platform atas barang (akses 

premium layanan streaming berbayar) yang diperjualbelikan. Sehingga dengan demikian pelaku penjual akun tersebut 

dapat dikatakan melakukan pelanggaran lisensi yang telah diatur dalam pasal 1 angka (20) Undang-Undang No.28 

Tahun 2014 atas komersialisasi akun layanan streaming berbayar. Selain itu, perbuatan hukum terkait pengalihan 

akses illegal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi pelaku penjual akses ilegal akun 

treaming berbayar [5]. 

Sedangkan, lain halnya dalam praktik promosi akun yang dilakukan melalui media paid promote yang 

seringkali bertebaran di media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang digunakan sebagai media 

promosi untuk akun sharing. Belum ada aturan secara spesifik mengatur apakah promosi ini boleh dilakukan jika 

perbuatan jual beli akses layanan streaming berbayar diluar lisensi sendiri adalah perbutan melawan hukum. Sehingga 

terkait bentuk promosi yang terjadi dalam praktik paid promote menimbulkan adanya kekosongan hukum yang 

berakibat pada tidak adanya batasan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam promosi. Meskipun media 

social adalah ruang kebebasan untuk berekspresi, konten yang berhubungan dengan promosi juga harus tetap diatur 

agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Hal ini juga dikarenakan efektivitas promosi sangat tinggi untuk menarik 

minat para pembeli di era digital saat ini [6]. 

Hukum di Indonesia telah mengatur larangan mempromosikan barang ilegal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 

Ayat (2) yang mengatur mengenai promosi konten terlarang, Pasal 28 Ayat (1) yang mengatur hoaks dalam promosi, 

serta Pasal 30 yang mengatur akses ilegal untuk promosi. Selain itu, dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), 

ada ketentuan yang mengatur mengenai promosi produk bajakan. Namun, undang-undang ini tidak dapat diterapkan 

secara langsung dalam konteks promosi akun sharing melalui paid promote. Hal ini karena kegiatan paid promote 

untuk akun sharing tidak dapat dikategorikan sebagai konten ilegal atau terlarang berdasarkan Pasal 27 UU ITE, tidak 

termasuk dalam promosi hoaks sesuai dengan Pasal 28 dan tidak juga memenuhi kriteria promosi dengan akses ilegal 

yang tercantum dalam Pasal 30. Dalam hal ini, kegiatan paid promote menggunakan akun pribadi sendiri untuk berbagi 

akun premium tidak termasuk dalam kategori akses ilegal. Meski demikian, berbagi akun streaming yang memiliki 

lisensi tetap dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pelanggaran hak cipta jika penyebaran akun dilakukan 

tanpa izin resmi. Dengan demikian, pengalihan akses promosi berbayar dalam bentuk berbagi akun streaming ini perlu 

mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam regulasi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik platform maupun 

pencipta konten [7] . 

Meskipun UU ITE dan UU Hak Cipta telah mengatur terkait akses ilegal dan promosi konten terlarang, tidak 

ada aturan yang secara jelas mengatakan bahwa praktik paid promote untuk akun sharing juga merupakan perbuatan 

yang dilarang. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik platform, pembuat 

konten, dan pengguna. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

regulasi yang lebih jelas dan efektif terkait promosi berbayar di era digital, guna melindungi hak cipta dan kepentingan 

ekonomi dari pemilik platform serta pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi 

pengguna dan masyarakat tentang dampak dari praktik ilegal ini, serta pentingnya kesadaran akan peraturan yang 

berlaku dalam dunia digital [4], [6]. 

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Lusiana Febri Lestari dengan judul “Perbandingan Agreement 

Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan 

Konsume”menjelaskan bahwa perbandingan perjanjian (agreement) antara empat platform TV berbayar Netflix, 

iQIYI, Disney+ Hotstar, dan WeTV dengan fokus pada keberadaan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan 

mereka. Penelitian ini menemukan bahwa keempat perusahaan mencantumkan klausul-klausul yang mengalihkan 

tanggung jawab kepada konsumen, seperti tidak adanya tanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau penolakan 

pengembalian uang. Praktik ini dianggap melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 dan tidak mencerminkan asas keadilan serta itikad baik dalam kontrak. Oleh karena itu, artikel ini 

menyimpulkan bahwa klausul-klausul tersebut perlu ditinjau ulang agar perjanjian menjadi lebih adil dan seimbang 

bagi konsumen [2]. 

Penelitian berikutnya menurut Veldha Arabella Latulola dengan judul “Perlindungan Hukum Netflix Atas 

Penjualan Akun Premium Di Media Sosial” membahas bagaimana praktik penjualan akun premium Netflix melalui 

media sosial, terutama Instagram, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin resmi dari 

pemegang hak, yaitu Netflix. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-

Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, serta merugikan Netflix secara ekonomi hingga ratusan juta dolar. 

Netflix memiliki dua pendekatan hukum yaitu  preventi seperti sistem pelaporan pelanggaran melalui situs resminya 
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dan represif melalui gugatan hukum atau penutupan akses konten ilegal Sebagai bentuk perlindungan. Upaya 

penyelesaian hukum juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi seperti arbitrase dan mediasi [8]. 

Selanjutnya menurut penelitian aldhy putra wibisono yang berjudul “perlindungan hukum konsumen terkait 

dengan endorsement di sosial media instagram” membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik 

endorsement di instagram, yang sering kali menyesatkan dan merugikan konsumen. Studi ini menyoroti bahwa banyak 

promosi yang tidak mencerminkan keaslian produk, termasuk penjualan akun Spotify premium ilegal. Berdasarkan 

hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pelaku usaha dan pihak endorsement bertanggung jawab atas keakuratan 

informasi produk yang dipromosikan. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menuntut ganti rugi atau tindakan hukum terhadap pelanggar [9]. 

Dalam era digital yang berkembang pesat, platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu 

telah menjadi pilihan utama bagi pengguna untuk menikmati konten premium. Namun, meskipun banyak penelitian 

terkait promosi digital dan hak cipta di industri media, belum ada penelitian yang secara khusus membahas 

perbandingan kesepakatan pengalihan akses promosi berbayar pada platform streaming berbayar, terutama yang 

melibatkan praktik berbagi akun atau paid promote yang ilegal. Penelitian yang ada cenderung lebih fokus pada aspek 

teknis atau hak cipta secara umum, tanpa mengulas dampak dari pengalihan akses promosi berbayar terhadap pemilik 

platform dan pencipta konten [6]. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis dan membandingkan kebijakan serta 

peraturan yang diterapkan oleh tiga platform streaming berbayar—Netflix, Disney+, dan Viu—terkait promosi 

berbayar yang melibatkan pengalihan akses akun. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

kesepakatan atau ketentuan yang mengatur promosi akun premium dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan platform 

streaming serta hak-hak pemilik konten. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam 

tentang implikasi hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh pemilik platform akibat praktik berbagi akun dan paid 

promote. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk 

merumuskan regulasi yang lebih tepat dalam mengatur promosi berbayar di platform streaming, sekaligus 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam ekosistem digital [7], [10]. 

 Tidak adanya aturan hukum terkait dengan larangan mempromosikan akun sharing ilegal ini dapat 

mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pihak platform sebagai pemilik  hak cipta itu sendiri. Pengguna sharing 

akun ini juga sudah terdengar lumrah di masyarakat bahkan dianggap tidak melanggar hukum karena dalam 

prakteknya masih sering terjadi dan di promosikan terang-terangan pada platform media sosial yang mana itu dapat 

dilihat oleh publik. Isu ini  dianggap perlu dibahas dalam artikel ini agar penggunaan akun sharing yang sudah sering 

terjadi ini dapat berkurang atau bahkan dihapuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhadap pelaku promosi 

yang dimaksudkan dapat dikenakan sanksi hukum yang jelas [6][11].  

  

II. METODE 
Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan sistematis yang 

berfokus pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,   

4. Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 tentang kapan terjadimya perjanjian, dan pasal 1320 tentang 

syarat sah perjanjian.  

Buku, jurnal ilmiah, dan makalah hukum merupakan sumber bahan hukum sekunder. Penafsiran hukum yang 

digunakan dalam karya ini bersifat teleologis, yang melihat tujuan perlindungan hukum atas konten dengan hak 

cipta yang memahami ketentuan perundang-undangan dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Artikel 

ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan hukum tertentu dari 

ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Identifikasi Kegiatan Promosi Akun Sharing 

Praktik paid promote sharing akun merupakan kegiatan promosi berbayar atas jasa Proses pengalihan akun layanan 

digital, seperti Netflix, Disney+, dan Viu, yang marak beredar melalui media sosial seperti Instagram [10], [12]. 

Promosi ini biasanya dilakukan oleh akun pribadi atau komunitas yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan penyedia 

layanan, dan kontennya disampaikan dalam bentuk poster, story, atau pesan langsung [12][13]. Kegiatan 

mempromosikan akun sharing streaming berbayar melalui praktik paid promote di media sosial belum dapat 

dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena peraturan yang ada terkait 
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promosi ini tidak secara eksplisit dikatakan melanggar sehingga perlu adanya penafsiran mendalam karena illegal 

atau tidaknya kegiatan promosi tersebut tergantung pada objek yang dipromosikan [13][14].  

Objek yang di promosikan dalam bentuk paid promote tersebut adalah akses premium streaming berbayar yang di 

dapat dari pemilik akun yang menjual kembali akses loginnya [5][10]. Pemilik akun biasaya menjual kembali akses 

login miliknya dengan harga lebih murah dibanding secara resmi ke berbagai orang sehingga hal itu tetap 

membuatnya mendapat keuntungan karena dengan membagikan aksesnya ke berbagai orang dirinya dapat 

menghasilkan keuntungan berkali lipat dari modal awal dirinya berlangganan secara resmi [4][5].  Hal ini menarik 

minat pembeli untuk membeli akses darinya karena pembeli dapat membeli paket berlangganan harian saja. Berbeda 

dengan secara resmi berlangganan yang biasanya menyediaakan paket untuk  satu  bulan karena kadang kala pembeli 

sendiri bukan penikmat layanan streaming yang akan membutuhkan layanan itu dalam hitungan bulan [15]. Berikut 

perbandingan harga berlangganan resmi pada platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu dengan 

harga yang ditawarkan dalam paid promote dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan Harga Berlangganan Resmi Dengan Harga Sharing Akun 
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Sumber : Diolah penulis 

 

Perbedaan yang signifikan antara harga berlangganan secara resmi dengan harga akun sharing seperti yang di 

promosikan dalam kegiatan paid promote diatas menunjukan perbedaan yang cukup jelas bahwa berlangganan dengan 

cara sharing akun tersebut memiliki harga yang relative lebih murah [16]. Meskipun hal ini dianggap menguntungkan 

bagi penjual akun, pembeli akun sharing serta orang yang mempromosikannya, jika hal kegiatan ini terus dilakukan 

bahkan dianggap normal maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik platform dan pemilik hak cipta atas 

konten yang ada di dalamnya pada kemudian hari [5]. Sehingga untuk hal tersebut diperlukan adanya aturan secara 

jelas yang menyatakan tidak diperbolehkannya kegiatan sharing akun baik dalam kontrak baku setiap platform 

maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia[17] .  

Promosi ini menawarkan layanan streaming premium seperti Netflix, Disney+ Hotstar, atau Viu dengan biaya 

yang jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh situs web resmi. Pelaku biasanya menyampaikan informasi 

tentang harga, jenis layanan, dan instruksi untuk memesan melalui unggahan feed, reel, atau story [18]. Setelah calon 

pembeli menunjukkan ketertarikan, komunikasi dilakukan melalui pesan langsung (DM) atau kontak yang tertera 

langsung dalam unggahan promosi yang dibayar. Di sana, pembeli akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang 

metode pembayaran serta aturan penggunaan akun. Setelah pembayaran dilakukan, yang umumnya melalui transfer 

bank atau dompet digital seperti OVO, GoPay, atau Dana, pembeli akan diberikan informasi login berupa username 

dan password akun streaming. Dalam banyak kasus, pembeli hanya diperbolehkan menggunakan satu profil khusus 

dalam satu akun utama dan dilarang mengganti kata sandi atau menambahkan perangkat baru [16]. Proses pengalihan 

akses tersebut secara rinci pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Pengalihan Akses Layanan Premium Streaming Berbayar 
 

Sistem yang digunakan umumnya menawarkan satu akun untuk digunakan bersama oleh beberapa orang, dengan 

biaya yang dibagi, sehingga dianggap lebih murah. Namun, cara ini dapat dikatakan bertentangan dengan syarat dan 

ketentuan penggunaan dari penyedia layanan resmi jika hal itu diatur di dalam term of use platform sebagai kontrak 

baku [10]. Selain itu, transaksi biasanya dilakukan melalui jalur pribadi dengan metode pembayaran nonformal, seperti 

transfer bank atau dompet digital, tanpa perlindungan konsumen yang memadai [19]. Dari sudut pandang hukum, 

praktik ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), serta perjanjian kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pihak 

yang mempromosikan pun berisiko dianggap turut serta dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55 

KUHP. Oleh karena itu, meskipun tampak menguntungkan secara finansial, baik pelaku maupun konsumen dari 

praktik ini harus memahami risiko hukum dan keamanan yang ditimbulkan [6]. Perlindungan data pribadi penting 

karena rentan disalahgunakan dalam praktik sharing akun ilegal. Selain itu, penyalahgunaan akun juga berkaitan 

dengan modus kejahatan digital seperti hacking, phishing, cracking, dan carding [20]. 

 

B. Analisis Ketentuan Promosi Sharing Akun Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 

Ketentuan mengenai promosi dan penjualan akun illegal  di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai regulasi yang 

mengatur perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan perjanjian kontrak baku atau Terms and 

Conditions masing-masing platform. Salah satu praktik yang kian marak adalah promosi sharing akun, terutama yang 

melibatkan akses ke layanan streaming film berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu [21]. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran terhadap hak distribusi dan hak akses sistem elektronik tanpa izin apabila  memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut yakni, Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang secara tegas melarang seseorang mengakses sistem elektronik 

milik orang lain dengan cara apapun tanpa izin. Pasal 36 UU ITE yang apabila promosi sharing akun dilakukan untuk 

tujuan komersial dan memberikan keuntungan secara melawan hukum, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. 

Adapun dalam beberapa kasus, akun yang dibagikan bahkan mencakup data pribadi pengguna, yang berarti praktik 

tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 

PDP) karena dapat menyebabkan penyebaran atau penyalahgunaan data tanpa persetujuan pemiliknya [22]. Data 

pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik [23]. 

Praktik promosi sharing akun dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal atau tidak bergantung pada objek yang 

dipromosikan, yaitu apakah akun yang diperdagangkan berasal dari penjualan akun ilegal. Hal tersebut karena 

ketentuan mengenai akses ilegal, distribusi informasi elektronik tanpa hak, serta pelanggaran terhadap sistem 

elektronik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, 

praktik penjualan akun sharing premium, khususnya pada layanan digital berbasis langganan, dapat dikualifikasikan 

sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta [24]. Terdapat beberapa jenis penjualan akun yang 

dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Jenis Penjualan Akun Yang Melawan Hukum 
 

Unsur-unsur tersebut dapat relevan jika dikaitkan dengan kegiatan paid promote yang dimana ada kesengajaan 

pihak pemilik akun untuk menjual kembali akunnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi [24]. Selain melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kegitan menjual kembali akses login akun premium yang 

dilakukan oleh pemilik akun tersebut dapat dikatakan melanggar kontrak baku atau Term Of Use yang dibuat oleh 

platform. Berdasarkan Terms and Conditions masing-masing platform seperti Netflix, Disney dan Viu hubungan 

pembayaran antara pemilik hak cipta film dan platform Netflix pada umumnya didasarkan pada perjanjian lisensi atau 

perjanjian produksi yang bersifat kontraktual, di mana platform membayar imbalan di muka (upfront payment/flat 

fee) kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh hak penayangan film dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, 

tanpa kewajiban pembayaran royalti lanjutan berdasarkan jumlah penonton [12].  Produser atau rumah produksi tetap 

memiliki hak cipta, sedangkan platform hanya menerima lisensi eksploitasi ekonomi dalam skema lisensi. Dengan 

model pembayaran ini, Netflix, Disney+, dan Viu adalah platform subscription video-on-demand (SVOD) yang 

bergantung pada pendapatan langganan bukan per tayangan. Oleh karena itu, penyebaran akun ini berdampak 

langsung pada platform bukan pemilik konten [18]. 
Dalam praktiknya, Netflix, Disney+, dan Viu telah mencantumkan larangan terhadap pengalihan atau penjualan 

akun oleh pihak ketiga, meskipun tingkat ketegasan masing-masing berbeda [24]. Disney+ dan Viu secara eksplisit 

melarang pengalihan akses dalam klausula kontraknya, sedangkan Netflix dinilai belum memberikan larangan yang 

tegas. Apabila kemudian terdapat pihak yang mempromosikan atau menjual akses ilegal atas akun-akun layanan 

tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak dan bertentangan dengan asas 

itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat 

melanggar ketentuan dalam UU ITE, terutama jika penggunaan akses ilegal dilakukan dengan cara mengakses sistem 

tanpa hak, membagikan data login, atau menyebarluaskan konten berbayar secara tidak sah [18]. Pelanggaran ini 

dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 UU ITE, termasuk pidana penjara 

hingga 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah apabila menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak lain [22]. 

Promosi sharing akun maupun penjualan akun berbayar secara ilegal atau dikenal sebagai premium sharing 

merupakan praktik yang tampaknya “ringan” tapi sebenarnya tetap melanggar hukum. Bukan hanya melanggar 

hukum penjualan akun dalam berbagai bentuk juga merupakan praktik yang tidak etis [22]. Aktivitas ini 

menimbulkan risiko hukum bagi pelaku dan kerugian besar bagi pemilik sah akun maupun penyedia layanan digital. 

Selain itu, keberadaan praktik ilegal ini juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik dan 

mengancam stabilitas ekosistem digital nasional. Meskipun terlihat sederhana atau hanya dianggap sebagai “bisnis 

kecil-kecilan” oleh sebagian orang, penjualan akun ilegal sebenarnya adalah pelanggaran serius. Selain merugikan 

banyak pihak, praktik ini juga berisiko tinggi dari sisi hukum [24]. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas, 

disertai peningkatan literasi digital di masyarakat, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini secara 

komprehensif [18]. 

 

C. Perbandingan Term Of Use Dari 3 Platform Netflix, Disney+ dan Viu Yang Memenuhi Unsur 

Pelanggaran Terhadap Hukum Positif Di Indonesia 

Aplikasi streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu umumnya menggunakan perjanjian baku karena 

efisiensi dan skalabilitasnya dalam melayani jutaan pengguna secara serentak. Penyusunan perjanjian baku ini 

memungkinkan penyedia layanan untuk menetapkan satu standar kontrak yang berlaku universal bagi semua 

PENJUALAN AKUN DIGITAL ILEGAL

AKUN PALSU

(Fake Account)

Identitas fiktif 
(menipu konsumen)

Pasal 28 ayat (1) UU 
ITE

AKUN HASIL PERETASAN

Akses Tanpa Izin 

Pasal 30 UU ITE

AKUN BERBAYAR

(Sharing Akun)

Distribusi Ilegal 
Informasi Elektronik

Pasal 32 ayat (1) & pasall 
36 UU ITE
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pengguna, tanpa perlu melakukan negosiasi individual. Perjanjian ini umumnya mencakup ketentuan mengenai hak 

dan kewajiban pengguna, pembatasan tanggung jawab penyedia layanan, ketentuan pembayaran langganan, larangan 

penggunaan ilegal atau tanpa izin, serta sanksi atas pelanggaran [25]. Namun, meski setiap platform menggunakan 

kontrak baku, isi dari kontrak setiap masing-masing platform tentunya berbeda jika dilihat berdasarkaan syarat dan 

ketentuan penggunaan (terms and conditions) pada masing-masing platform [2]. Perbedaan Term Of Use  ketiga 

platform tersebut secara rinci pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan Term Of Use Netflix, Disney+ Dan Viu 
 

Aspek Netflix Disney VIU 

Klausul Baku Digunakan saat pengguna 

menyetujui syarat & ketentuan 

saat pendaftaran 

Digunakan saat pengguna 

mengklik "Agree"/"Accept" 

pada awal penggunaan 

layanan 

Diterapkan dalam proses 

pendaftaran dan penggunaan 

layanan 

Kesepakatan Terjadi saat pengguna 

mencentang/klik setuju 

Terjadi saat pengguna klik 

"Agree"/"Accept" 

Terjadi saat pengguna 

menyetujui Terms and 

Conditions 

Kecakapan 

Hukum 

Dianggap cakap jika berusia 18 

tahun ke atas (dewasa menurut 

hukum perdata) 

Disebutkan secara eksplisit 

harus cukup umur 

(umumnya 18 tahun ke atas) 

atau dengan izin orang tua 

Sama, hanya dapat 

digunakan oleh pengguna 

yang memenuhi batas usia 

hukum 

Pokok Persoalan 

Tertentu 

Produk digital seperti layanan 

streaming dan Netflix Shop 

Layanan digital, konten 

hiburan, dan fitur interaktif 

Disney 

Layanan streaming video 

dan fitur VIU 

Sebab yang Halal Tidak bertentangan dengan 

hukum atau ketertiban umum 

Sesuai hukum dan tidak 

melanggar ketertiban umum 

Legal dan sesuai prinsip 

hukum perdata 

Klausul 

Larangan 

Pengalihan Akses 

Ada larangan eksplisit, 

termasuk tidak boleh 

mengalihkan hak dan 

mengakses konten yang 

bunyinya: 

 

“…we grant you a limited, non-

exclusive, non-transferable, 

license to access the Shop 

content and activities.” 

…Except for the foregoing 

limited license, no right, title or 

interest shall be transferred to 

you. 

You agree not to…use any 

robot, spider, scraper or other 

automated means to access the 

Shop…” 

We may suspend or terminate 

your access to this Shop if you 
fail to comply with this 

Statement. 

Ada larangan eksplisit, 

termasuk tidak boleh 

mengalihkan hak dan 

memanfaatkan konten untuk 

komersial yang bunyinya: 

 

“We grant you a limited, 

non-exclusive, non-

sublicensable, non-

transferable license to 

access and use such… 

content… for your personal, 

non-commercial use only…” 

…with no right to 

reproduce, distribute, 

communicate to the public, 

make available to the 

public…” 

Tidak ada larangan eksplisit 

terkait pengalihan akses oleh 

pihak ketiga: 

 

“You are only authorised to 

use the Viu Service and view 

the Content for your own 

personal and non-

commercial use…you agree 

that the Viu Service and 

Content are only for your 

private viewing and access 

and shall not yourself, or 

permit any other person to, 

show, play, use, access or 

view the Viu Service and/or 

Content for any public or 

commercial purposes…” 

Konsekuensi 

Hukum 

Netflix berwenang membatasi 

hak akses bila pengguna 

melanggar 

Disney dapat membatasi 

atau mengakhiri layanan bila 

terjadi pelanggaran 

VIU menindak secara 

hukum jika pengguna 

membagikan akun 

 

Sumber : Diolah penulis dari sumber resmi Term Of Use Netfix, Disney+ Dan Viu 

 

Hasil perbandingan perjanjian klausula baku yang berlaku pada layanan streaming berbayar seperti Netflix, 

Disney+, dan Viu, menunjukkan bahwa ketiganya menerapkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak 

(unilateral terms), tanpa ruang negosiasi dari pihak pengguna. Namun demikian, ada perbedaan dalam peraturan yang 
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berkaitan dengan pengalihan akses atau mendorong penjualan akses ilegal. Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit 

melarang pengalihan akun pelanggan kepada pihak ketiga, baik secara sementara maupun permanen. Dalam bagian 

Ketentuan Pengguna, yang disebut sebagai Ketentuan Penggunaan (Terms of Use/Terms and Conditions), terdapat 

larangan khusus yang menyatakan bahwa pengguna dilarang membagikan informasi login, memberikan hak akses, 

atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain. [24][25][26]. 

Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit telah menetapkan larangan terhadap pengalihan akses akun dalam 

ketentuan layanannya, sehingga ketika terjadi pelanggaran, penyedia layanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

menindak. Dalam kasus seperti ini, pengguna yang membagikan akun secara ilegal berpotensi melanggar beberapa 

ketentuan dalam UU ITE, baik secara perdata maupun pidana [25][26]. Selanjutnya apabila praktik sharing akun 

dilakukan untuk tujuan komersial atau menyebabkan gangguan terhadap sistem atau pengguna lain, maka tetap dapat 

dimaknai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan UU ITE. Oleh karena itu, penting bagi 

setiap penyedia layanan untuk memperjelas klausula pembatasan penggunaan dan bagi pengguna untuk memahami 

konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan di ranah digital [17].  

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). 

Sharing akun atau pengalihan akses dapat melanggar hukum Indonesia karena beberapa alasan. Yaitu diantaranya 

penggunaan sistem elektronik yang melanggar hukum (Pasal 30 jo. Pasal 46), penyebaran atau transmisi konten yang 

melanggar hukum (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36), manipulasi data atau sistem elektronik (Pasal 32 jo. Pasal 48), 

penipuan berbasis sistem elektronik (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)), dan penyalahgunaan akses akun (Pasal 

34 jo. Pasal 50). Jika seseorang memberikan akses akun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan, 

mereka secara tidak langsung bertanggung jawab atas salah satu pelanggaran tersebut, terutama jika penggunaan akun 

tersebut mengakibatkan kerugian, manipulasi identitas, atau penggunaan untuk tujuan komersial [29]. Berikut ini 

identifikasi perbuatan dalam praktik paid promote yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia: 

 
Tabel 3. Unsur-Unsur Praktik Paid Promote Yang Bertentangan Dengan UU ITE 

 

Unsur Praktik yang Dilarang 

(UU ITE) 

Pasal 30 

ayat (1) dan 

(2) jo. Pasal 

46 

Pasal 27 

ayat (3) 

dan Pasal 

36 

Pasal 32 

ayat (1) jo. 

Pasal 48 

Pasal 28 

ayat (1) jo. 

Pasal 45A 

ayat (1) 

Pasal 34 

jo. Pasal 

50 

Akses Tidak Sah Terhadap 

Sistem Elektronik 
    

 

    

Distribusi/Transmisi Konten 

Ilegal 

        

Manipulasi Data Dan/Atau 

Sistem Elektronik 

        

Penipuan Berbasis Sistem 

Elektronik 

        

Penyalahgunaan Akses Akun         

 

Sumber : Diolah penulis 

 

IV. SIMPULAN 
Hasil analisis yang dilakukan terhadap praktik promosi berbagi akun berbayar yang marak terjadi di media sosial 

menunjukkan bahwa, meskipun aktivitas ini tampak sederhana dan menguntungkan secara finansial, pada 

kenyataannya memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Praktik pengalihan akses atau sharing akun layanan 

digital berbayar tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang netral secara hukum, karena berpotensi melanggar 

ketentuan perjanjian baku yang ditetapkan oleh penyedia layanan sekaligus memenuhi unsur tindak pidana dalam 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE secara tegas melarang akses tanpa hak, penyalahgunaan 

sistem elektronik, manipulasi data, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga penggunaan 

akun oleh pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, 

terlebih apabila disertai tujuan komersial atau menyebabkan kerugian ekonomi. Ketentuan syarat dan penggunaan 

(terms and conditions) dari masing-masing platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan VIU 

menunjukkan ketiganya secara eksplisit melarang pengalihan akses akun kepada pihak ketiga terutama larangan 

terkait membagikan informasi login, memberikan hak akses, atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain. 
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Dengan demikian, kesadaran hukum pengguna terhadap batasan penggunaan akun digital menjadi penting agar 

pemanfaatan layanan streaming tetap sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan hak serta 

kepentingan para pihak yang terlibat.  
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